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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan penulis, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

 
1. Kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset setelah adanya penataan organisasi 

dinas daerah Kabupaten Tanggamus tidak efektif dan efisien dalam 

menampung jumlah pegawai dilihat dari Kondisi Kantor Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang tidak 

representatif, pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset yang kurang disiplin, sarana kerja yang kurang memadai dan 

struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset yang belum efektif. 

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi serta langkah-langkah yang diambil 

dalam penataan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset tidak sepenuhnya berjalan dengan baik kerena 

sarana kerja yang kurang memadai serta adanya beberapa langkah-

langkah penataan organisasi yang tidak terlaksana salah satunya 

adalah diklat teknis bagi staf. 

 

 
5.2. Saran 

Berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam organisasi Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus, saran 
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yang dapat penulis berikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus adalah : 

 
1. Sebagai Dinas yang baru mengalami perumpunan organisasi, 

disarankan agar melibatkan pihak yang berkompeten khususnya para 

ahli dalam evaluasi kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai upaya 

mengakomodasi kepentingan masyarakat serta memperhatikan visi 

dan misi dinas. 
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

sebaiknya memberikan kesempatan yang luas baik bagi staf untuk 

mengikuti diklat-diklat maupun kursus-kursus yang ada dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga, kesempatan 

mengembangkan kompetensi diri tidak hanya merupakan hak pejabat 

tetapi juga merupakan hak bawahan. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


